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Abstract This research aims to find out and analyze freedom of opinion in social media in Indonesia. This research
is a normative research supported by empirical juridical research methods. In this study, the research approach
used by the researcher is the Statute Approach, the Comparative Approach, and the Case Approach. The data of
this research is sourced from primary data in the form of observations and secondary data in the form of primary,
secondary and tertiary legal materials collected using literature studies and observations and this research is
analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that (1) Freedom of opinion in social
media in Indonesia is an independence in expressing feelings, thoughts, ideas, and expressions in virtual form
that is accommodated by digital platforms such as social media but limited by the responsibility to maintain ethics,
not harm others, and follow the applicable laws and regulations in Indonesia. (2) The implementation of freedom
of opinion in social media in Indonesia still faces problems due to a lack of understanding of the limits of freedom
of opinion, especially in social media, such as the spread of misinformation and defamation that can trigger chaos.
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Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebebasan berpendapat dalam media
sosial di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang di dukung oleh metode penelitian yuridis
empiris. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan Undang-
Undang (Statute Approach), pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), dan pendekatan Kasus (Case
Approach). Data penelitian ini bersumber dari data primer berupa observasi dan data sekunder berupa bahan
hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dan observasi dan
penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kebebasan berpendapat
dalam media sosial di Indonesia adalah sebuah kemerdekaan dalam mengungkapkan perasaan pemikiran gagasan
dan ekspresi dalam bentuk virtual yang diwadahi oleh platform digital seperti media sosial namun dibatasi oleh
tanggung jawab untuk menjaga etika, tidak merugikan orang lain, dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku
di Indonesia. (2) Implementasi kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia, masih menghadapi
masalah karena kurangnya pemahaman tentang batasan kebebasan berpendapat khususnya dalam media sosial
seperti penyebaran informasi salah dan pencemaran nama baik yang dapat memicu kekacauan.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Implementasi Kebebasan Berpendapat

1. LATAR BELAKANG

Kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi untuk setiap orang
sejak dilahirkan sehingga, Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum dan demokratis,
memiliki otoritas untuk mengawasi dan melindungi pelaksanaannya. Perubahan kedua
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 F, menyatakan setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat, setiap warga negara memiliki hak untuk secara bebas dan
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bertanggung jawab menyampaikan pikiran mereka dengan lisan, tulisan, dan sebagainya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Evolusi teknologi informasi yang dikenal
sebagai internet, telah mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain dalam berbagai bidang,
termasuk interaksi dalam bidang bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet selalu
memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bisnis, dan pemerintah. Dalam hal ini, sektor
hukum lain harus dibenahi dengan membuat hukum positif yang berkaitan dengan aktivitas
cyber atau cyber law.

Dengan demikian, hampir seluruh negeri dapat terhubung ke informasi. Semua berita,
dari yang terbaru hingga yang paling tua, dapat diakses dengan mudah. Dengan kemajuan
teknologi saat ini, kreativitas dan inovasi manusia seolah-olah menemukan jalan keluar. Selain
itu, kebebasan berekspresi dapat diterapkan melalui berbagai jenis media, termasuk media
cetak dan elektronik. Teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat maju juga meningkatkan
kebutuhan manusia akan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah
masyarakat internasional, termasuk Indonesia dapat berinteraksi dalam satu wadah yang
membuat belahan dunia ini lebih pendek dan sempit.

Perubahan sosial dipicu oleh kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya
penemuan baru seperti internet. Faktor lain termasuk pertumbuhan atau penurunan populasi,
konflik sosial, dan kemajuan teknologi. Menurut Sajipto Rahardjo "Dalam kehidupan manusia
banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam
masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak
disebut-sebut sebagai salah satu sebab terjadinya perubahan sosial".

Tidak hanya tatanan sosial tetapi juga sistem hukum telah mengalami perubahan.
Sistem hukum sebelumnya seharusnya melindungi pengguna media sosial tetapi pada
kenyataannya tidak, terutama dalam hal menyampaikan pendapat tidak hanya karena oknum
yang memanfaatkan situasi, tetapi juga karena mereka tidak memahami peraturan perundang-
undangan tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagai contoh Kementerian Komunikasi
dan Informatika telah menangani konten mengenai ujaran Suku, Agama, Ras dan
Antargolongan (SARA) sebanyak 3.640 konten sejak tahun 2018. Juru Bicara Kementerian
Kominfo Dedy Permadi menyatakan konten itu telah dilakukan pemutusan akses
atau takedown, maka sekarang ada hukum baru yang disebut "hukum dunia maya" dan "hukum
mayantara". Kedua hukum ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan dikenal
sebagai "hukum dunia maya".

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik merupakan contoh dari hukum ini. Permasalahan
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pembuktian dan penegakan hukum muncul dengan cyber law, karena penegak hukum

menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak terlihat semu, atau maya. Aktivitas cyber sekarang
lebih kompleks. Kegiatan yang tidak dibatasi wilayah negara memungkinkan akses dari negara
manapun. Baik pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah terhubung dapat
mengalami kerugian. Kerugian yang timbul dapat disebut sebagai akibat dari kejahatan cyber
seperti penipuan, penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik yang
dilakukan di media sosial dan lain sebagainya.

Pada tahun 2021, tepatnya 1 sampai 19 Januari 2021, Polri menindak 118 kasus
pencemaran nama baik, dan pada awal 2022, Polri menindak 162 kasus pencemaran nama baik,
termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dengan kata lain, terjadi

peningkatan jumlah kasus pencemaran nama baik sebesar kurang lebih 37 persen

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang di dukung oleh metode
penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh
peneliti adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan Perbandingan
(Comparative Approach), dan pendekatan Kasus (Case Approach). Aspek-aspek yang dikaji
dalam peneltian ini, yaitu makna kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia dan
implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek hukum kebebasan
berpendapat dalam media sosial di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian
yuridis empiris oleh karena itu perlu disesuaikan dengan sumber dan jenis bahan hukum yang
meliputi data primer yang diperoleh secara observasi langsung dari lapangan dan data sekunder
yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum yuridis empiris sehingga
dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan
observasi. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum adalah suatu metode yang digunakan
dalam penelitian hukum untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis bahan hukum

yang relevan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Makna Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial Di Indonesia
Secara umum Kebebasan Berpendapat itu sendiri Khususnya di Indonesia adalah

salah satu hak asasi manusia yang universal dan dilindungi oleh konstitusi banyak negara,
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termasuk Indonesia. Kebebasan ini adalah pilar penting demokrasi dalam hal hukum dan sosial
karena memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, ide, dan kritik mereka
tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk kebijakan pemerintah dan masalah sosial.

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28F Menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang mana
menjadi dasar Kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia sendiri.

Makna Kebebasan Berpendapat menurut AS Saparina dan DA Dewi Kebebasan
berpendapat adalah kebebasan seseorang untuk berbicara secara bebas dan tanpa batasan,
kecuali untuk menyebarkan rasisme. Kita harus menyadari bahwa setiap sila Pancasila dapat
diterapkan melalui kebebasan berpendapat.

Sedangkan kebanyakan masyarakat di Indonesia memiliki pandangan lain terhadap
kebebasan berpendapat itu sendiri. Kebanyakan masyarakat mengganggap bahwa kebebasan
berpendapat itu berarti bebas menyampaikan pendapat atau pandangannya tanpa
memperhatikan batasan dan norma yang berlaku, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap kebebasan berpendapat itu sendiri.

Pada dasarnya kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang melekat
pada diri setiap manusia namun adanya aturan hukum yang mewajibkan kita sebagai manusia
bertanggung jawab atas pemikiran dan pendapat kita masing masing khususnya dalam
bermedia sosial, hal itu diatur dalam Regulasi yang telah diatur terlebih dahulu.

Undang Undang Dasar 1945, merupakan regulasi utama yang mengatur Kebebasan
Berpendapat di Indonesia. Pasal 28E ayat 2 dari undang-undang ini mendefinisikan Pasal ini
menjamin hak setiap individu untuk memiliki dan mempraktikkan kepercayaan, keyakinan,
atau ideologi mereka, baik dalam aspek spiritual maupun kehidupan sosial. Hak ini mencakup
kebebasan untuk menyatakan pendapat, pandangan, atau sikap pribadi tanpa ada paksaan atau
ancaman dari pihak lain. Kebebasan ini dilindungi dalam kerangka hak asasi manusia.
Selanjutnya,

Pasal 28E ayat 3 menjelaskan bahwa Pasal ini menjamin kebebasan individu dalam
berorganisasi dan berkumpul secara damai untuk tujuan tertentu, seperti sosial, politik, atau
budaya. Selain itu, individu juga berhak mengeluarkan pendapat dalam forum publik maupun
privat. Pasal ini melindungi hak partisipasi politik serta kebebasan berekspresi, yang penting
untuk kehidupan demokrasi. Pasal 28F mendefinisikan Pasal ini menegaskan hak individu

untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan bebas melalui berbagai media, baik
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media massa, media sosial, maupun teknologi informasi lainnya. Informasi yang didapatkan

digunakan untuk pengembangan pribadi, pendidikan, maupun dalam konteks sosial. Pasal ini
penting dalam konteks kemajuan teknologi dan hak publik atas informasi.

Pasal 28G ayat 1 menyatakan bahwa Pasal ini menegaskan hak setiap individu untuk
mendapatkan perlindungan terhadap dirinya dan keluarganya dari ancaman yang bisa merusak
martabat, kehormatan, atau properti mereka. Ini mencakup perlindungan dari segala bentuk
kekerasan, ancaman, atau tindakan yang menghalangi mereka untuk menjalankan hak-hak
mereka. Pasal ini juga menekankan pentingnya perlindungan fisik, mental, serta keamanan
pribadi dan keluarga. Dan pasal 281 ayat 1 menjelaskan Pasal ini mengatur hak-hak asasi
manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut dalam kondisi apapun (non-derogable
rights).

Hak-hak ini mencakup hak atas hidup, kebebasan beragama, kebebasan dari
penyiksaan, dan hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak. Pasal ini juga melarang
penerapan hukum yang berlaku surut (retroaktif), yang artinya seseorang tidak dapat dihukum
atas perbuatan yang pada saat dilakukan tidak diatur sebagai tindak pidana. Ini adalah bagian
dari prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang fundamental.

Kebebasan berpendapat sendiri telah menjadi hak yang mana ini merupakan bagian
dari hak asasi manusia sehingga negara telah menjamin hak kita melalui Undang Undang Dasar
1945, namun adapun regulasi yang mengatur hak dan kewajiban kita sebagai setiap masyarakat
untuk tetap tunduk kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tidak
menimbulkan kekacauan dan melanggar kepentingan umum di dalam bermasayarakat

Kewajiban tersebut di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang bertujuan untuk menambah
pemahaman kita sebagai masyarakat dalam memahami arti kebebasan berpendapat yang mana
agar hak kebebasan berpendapat yang kita miliki tidak melanggar hukum, menimbulkan
kekacauan, menyinggung hak masyarakat lain, dan melanggar kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum Pasal 5a Pasal ini menjelaskan bahwa hak untuk menyatakan
pendapat merupakan hak dasar setiap warga negara dan dilindungi oleh undang-undang. Pasal
5b menegaskan bahwa dalam menyampaikan pendapat, setiap warga negara tidak boleh
diintimidasi atau dipaksa untuk takut.

Kebebasan ini harus dilakukan dalam suasana yang bebas dari tekanan, sehingga
warga negara dapat menyatakan pikiran atau pandangannya secara terbuka tanpa ancaman

fisik, psikologis, atau politik. Pasal 6a menjelaskan dalam menyampaikan pendapat di muka
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umum, setiap individu atau kelompok wajib menghormati hak-hak orang lain. Artinya,
kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar hak orang lain, baik hak privasi, hak untuk
merasa aman, maupun hak untuk tidak terhina atau terancam. Hal ini bertujuan untuk menjaga
keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat. Pasal 6b menerangkan bahwa
kebebasan berpendapat harus dilakukan dengan menghormati norma-norma moral dan etika
yang berlaku di masyarakat. Artinya, dalam menyampaikan pendapat, seseorang tidak boleh
melakukan tindakan yang tidak senonoh atau yang melanggar norma sosial dan budaya yang
berlaku.

Pasal 6¢c menegaskan meskipun kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi,
penggunaannya tetap harus mematuhi hukum yang berlaku. Ini berarti, setiap tindakan atau
penyampaian pendapat yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan yang ada, seperti tidak
menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau tindakan melawan hukum lainnya.

Pasal 6d menjelaskan kebebasan berpendapat di muka umum tidak boleh mengganggu
ketertiban atau membahayakan keamanan masyarakat. Misalnya, aksi unjuk rasa atau
demonstrasi harus dilakukan secara damai dan tidak boleh menimbulkan kerusuhan,
kekacauan, atau tindakan anarkis yang dapat membahayakan masyarakat umum. Pasal 6e
menegaskan sekali lagi tentang menyampaikan pendapat, setiap warga negara wajib menjaga
keutuhan bangsa dan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat memecah belah persatuan
atau menimbulkan konflik antar golongan, agama, suku, atau kelompok tertentu. Pasal ini
bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional dan harmoni sosial di Indonesia.

Kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, terus
berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Di era digital, bentuk kebebasan berpendapat
tidak lagi terbatas pada pernyataan lisan atau tulisan di muka umum, melainkan meluas ke
platform media sosial. Seiring perkembangan zaman, Kebebasan ini tetap dijalankan dalam
kerangka hukum yang berlaku, namun dengan tantangan baru, seperti pengendalian informasi,
ujaran kebencian, dan etika digital, yang harus dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara
kebebasan berekspresi dan tanggung jawab di era modern.

Implementasi Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial Beserta Dampaknya Di
Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa segala tindakan, baik dari
pemerintah maupun warga negara, harus sejalan dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini
mendasari keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks
kebebasan berpendapat, hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki

hak untuk mengekspresikan pendapatnya, termasuk di ruang publik, selama tidak melanggar
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norma hukum yang ada. Kebebasan berpendapat, sebagai salah satu elemen dari demokrasi,

dilindungi oleh hukum sehingga menciptakan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam
pengambilan keputusan.

Demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga meliputi partisipasi
masyarakat dalam menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kebijakan publik. Di era digital
saat ini, bentuk-bentuk partisipasi tersebut telah berevolusi dengan adanya media sosial, yang
menjadi wadah utama untuk mengekspresikan pandangan secara luas. Media sosial tidak hanya
berfungsi sebagai platform komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik di mana masyarakat
dapat berdiskusi dan memengaruhi keputusan politik. Dengan demikian, media sosial berperan
penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Media sosial menawarkan kebebasan berpendapat yang sejalan dengan Pasal 28F
UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Selain
itu, media sosial juga menjadi sarana kampanye politik yang efektif, di mana para calon
legislatif dan partai politik dapat memanfaatkan platform ini untuk menjangkau pemilih secara
langsung. Dengan keberadaan media sosial, masyarakat memiliki akses yang lebih besar untuk
mendapatkan informasi dan terlibat dalam diskusi politik yang relevan, meningkatkan
keterlibatan mereka dalam proses demokrasi.

Namun, keberadaan media sosial juga membawa tantangan, terutama terkait dengan
pengaturan dan tanggung jawab. Peraturan yang ada, seperti UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Kedua Atas UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektonik,
mengatur kewajiban masyarakat dalam berinteraksi di media sosial serta tanggung jawab
platform dalam memantau konten yang beredar. Hal ini penting untuk menjaga agar kebebasan
berpendapat tidak disalahgunakan, seperti dalam kasus penyebaran ujaran kebencian dan
hoaks. Dengan pengaturan yang tepat, media sosial dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial
yang efektif untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dan melindungi hak-hak individu.

Kebebasan berpendapat di media sosial memberikan dampak positif bagi demokrasi
di Indonesia, seperti meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah. Misalnya,
peringatan darurat terkait revisi aturan ambang batas pencalonan Pilkada yang viral di media
sosial menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar dan aktif dalam mengawasi proses
politik. Diskusi publik yang terjadi di platform seperti Twitter dan Instagram memungkinkan
warga negara untuk mengungkapkan pandangan mereka dan menuntut transparansi,
memperlihatkan kekuatan media sosial dalam mendorong perubahan yang positif.

Namun, dampak negatif juga tidak dapat diabaikan. Kebebasan berpendapat di media

sosial dapat menyebabkan disinformasi, polarisasi masyarakat, serta pencemaran nama baik.
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Kasus-kasus ujaran kebencian yang terjadi di platform digital menunjukkan bagaimana
kebebasan berekspresi dapat disalahgunakan, mengancam stabilitas sosial, dan menciptakan
ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Dengan demikian, penting untuk
menemukan keseimbangan antara menjaga kebebasan berpendapat dan menjaga keamanan

publik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia adalah sebuah kemerdekaan dalam
mengungkapkan perasaan pemikiran gagasan dan ekspresi dalam bentuk virtual yang
diwadahi oleh platform digital seperti media sosial namun dibatasi oleh tanggung jawab
untuk menjaga etika, tidak merugikan orang lain, dan mengikuti peraturan
hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Implementasi kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia, masih menghadapi
masalah karena kurangnya pemahaman tentang batasan kebebasan berpendapat khususnya
dalam media sosial seperti penyebaran informasi salah dan pencemaran nama baik yang
dapat memicu kekacauan. Namun kebebasan berpendapat dalam media sosial juga penting
dalam memperkuat demokrasi dengan memungkinkan partisipasi publik dan memengaruhi
kebijakan pemerintah, Karena itu, penting untuk menggunakan media sosial secara
bertanggung jawab, dengan menghormati etika dan perbedaan pendapat, agar dapat
memperkuat kohesi sosial.

Saran

1. Dalam memaknai kebebasan berpendapat di media sosial, penting bagi masyarakat untuk
memahami bahwa hak ini tidak bersifat absolut dan harus dilakukan dengan penuh tanggung
jawab. Sebagai warga negara yang berhak menyampaikan pendapat, individu perlu
menyadari batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Edukasi yang
berkelanjutan tentang etika berkomunikasi di media sosial sangat diperlukan untuk
mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, dan pencemaran
nama baik. Masyarakat harus dilibatkan dalam program-program yang menekankan
pentingnya menghormati hak orang lain dan norma sosial, sehingga kebebasan berpendapat
dapat dijalankan tanpa melanggar hukum yang berlaku.

2. Untuk mengimplementasikan kebebasan berpendapat di media sosial, penting
meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka memahami etika berpendapat dan

mengenali informasi yang benar. Edukasi ini dapat memperkuat peran media sosial sebagai
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alat partisipasi publik yang konstruktif. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, platform

media sosial, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengatasi dampak negatif seperti
pencemaran nama baik dan penyebaran informasi salah melalui regulasi yang jelas dan
mekanisme pelaporan yang efektif, menjaga agar media sosial tetap menjadi ruang diskusi

yang aman dan inklusif.
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